
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang … 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang      Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan     Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

 

 

 

13. Peraturan … 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, 
Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, 
Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan 
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225; 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 

21. Peraturan … 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024(Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

24. Peraturan      Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2012 Nomor 3 Seri D); 

25. Peraturan    Daerah   Provinsi  Jawa Timur Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 05); 

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2012 Nomor 05; Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan 2011 Nomor 05); 

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan … 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 
2021–2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pasuruan. 

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Pasuruan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 
DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau 
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah 
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya.  

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui 
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 
waktu tertentu di Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun.  

10. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 
tahunan.  

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

 

12. Rencana … 
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12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan Kepala Daerah.  

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.  

18. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 

19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dimasa yang akan datang. 

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

 

 

 

23. Sasaran … 
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23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 
program Perangkat Daerah. 

24. Strategi adalah langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran.  

25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 
sebagai penjabaran strategi.  

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 
dan fungsi.  

27. Indikator Kinerja adalah adalah tanda yang berfungsi 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, 
program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 
keluaran, hasil, dan dampak. 

 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021–2026 merupakan: 

a. penjabaran RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 tahap 
ke-4; 

b. penjabaran Visi dan Misi Walikota yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, kebijakan umum, program proritas, arah 
kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah; 

c. dokumen perencanaan Daerah yang dalam penyusunannya 
memperhatikan keselarasan dengan RPJPN, RPJMN, 
RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Provinsi Jawa Timur, 
dan RPJMD Kabupaten Pasuruan; dan  

d. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah 
kebijakan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku 
pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan 
Daerah yang berkesinambungan. 
 

 
 
 
 
 

Pasal 3 … 
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Pasal 3 
 

Maksud penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 
adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai 
pedoman dalam:  

a. penyusunan RKPD; 

b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan 

c. penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 4 
 

Tujuan penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021–2026 
adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan 
Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan 
pembangunan nasional, provinsi dan daerah. 

 

BAB III 

GAMBARAN RPJMD 
 

Pasal 5 
 

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 
(lima) tahun yang menggambarkan: 

a. penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 
Pasuruan Tahun 2021-2026 yang mempertimbangkan Isu 
Strategis dan permasalahan Daerah aktual; dan  

b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan 
dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif.  

 

BAB IV 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 6 
 

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 

2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 
sebagai berikut:  

a. Bab I : Pendahuluan  

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi  Daerah  

c. Bab III  : Gambaran Keuangan Daerah  

d. Bab IV  : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 

e. Bab V  : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

 

 

f. BAB VI … 
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f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan 
ProgramPembangunan Daerah 

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 
Program Perangkat Daerah 

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah 

i. BAB IX : Penutup  

(2) Rincian RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal 7 
 

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan 
dan pelayanan publik. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 8 
 

(1) Walikota melalui perangkat daerah yang melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. 

(2) Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman 
kepada ketentuan perundang-undangan.  

  

BAB VI 

PERUBAHAN RPJMD 
 

Pasal 9 
 

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:  

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata 
cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

c. terjadi     perubahan yang    mendasar mencakup   
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 
pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan 
nasional. 
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BAB VII 

Penyusunan RKPD 
 

Pasal 10 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, 
Walikota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir 
pemerintahannya. 

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama 
periode pemerintahan tahun berikutnya dengan 
berpedoman pada RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 
dan RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026, sebelum RPJMD 
periode berikutnya tersusun.  

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode 
pemerintahan Walikota terpilih berikutnya. 

(4) RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 
2021 sampai dengan Tahun 2026.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 26 Agustus 2021 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 
 
 

SAIFULLAH YUSUF 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 26 Agustus 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 
 

RUDIYANTO 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 127-4/2021 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR       TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN 

TAHUN 2021-2026 

 

I. UMUM 

Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004    
tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan   ketentuan 
pasal  264 ayat (4) Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang  RPJMD 
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih 
dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, kemudian berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran 
visi, misi  dan program kepala daerah yang  memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, pembangunan  daerah   dan    keuangan  daerah,   
serta   program  perangkat daerah   dan    lintas   perangkat   daerah   yang    
disertai   dengan   kerangka pendanaan  bersifat  indikatif untuk  jangka  
waktu  5   (lima)   tah un  yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD  
dan  RPJMN. 

RPJMD dijabarkan ke dalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD 
yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan    kerangka 
ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas  perangkat daerah 
dan program kewilayahan beserta rencana-rencana  kerja dalam kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan   Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta  tata cara perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka   Menengah Daerah, dan Rencana   Kerja Pemerintah Daerah, 

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara 
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terulrur,  
berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung  dari 
kesepakatan, kesepahaman serta komitmen Bersama antara   semua 
pemangku kepentingan di Kota Pasuruan.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 


